
 

 

LAMPIRAN 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Pasal 1 ayat (1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan 

kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. 

2. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia (UUDRT) Nomor 1 Tahun 

1951 Tentang Tindakan-tindakan sementara Untuk Menyelenggarakan 

Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil 

Pasal 5 ayat (3) b. Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum 

materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah 

Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap 

berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu, dengan pengertian : 

bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap 

perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum 

Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih 

dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai 

hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti 

oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan 

oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum, 

bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut fikiran hakim 

melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang 

dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan 

hukumannya pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian 

bahwa hukuman adat yang menurut faham hakim tidak selaras lagi dengan 

zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas, dan bahwa suatu 

perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan 

pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka 

dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman 

bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu. 

 

 



 

 

3. Rancangan Undang-Undang  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (edisi 

September 2019) 

• Pasal 1 ayat (1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi 

pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam 

peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan 

dilakukan. 

• Pasal 2 ayat (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang 

menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut 

tidak diatur dalam Undang-Undang ini. 


